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BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

a. bahwa untuk menyesuaikan kode rekening kegiatan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
penyesuaian terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeni
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa  Kementertan Dalam  Negeri Nomor :
188.32/2236/BPD perihal Penambahan Kode Output
dan Satuan Output Kegiatan, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang . ?erubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3897);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Re¢ iblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor
)79);
5. Undang-Undang...
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41. Padat Karya Tunai Desa sclanjutnya disingkat dengan

PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan  sumber
daya, tcnaga  kerjo,  dan lcknologi lokal untuk
memberikan tambahan  upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

42. Pandemi adalah bencana yang disebabkan olch faktor
non alam yaitu yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial,
ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis
manusia.

43. Bantuan Langsung Tunai Desa sclanjutnya disingkat BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2} diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan pembangunan,;
¢. pembinaan kemasyarakatan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf e dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (1) dan ayat (3) dapat dibiayai dari Dana Desa jika
anggaran pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah scrta
Pendapatan lainnya tidak mencukupi.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

4. Ketentuan....
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a. Penyaluran BLT sceara tunni ;
1) Kaur/Kasic selaku Pelaksana Kegintan Anggaran

menycrahkan  sccara langsung  scjumlah  uang
tunar  kepada  peneriman bantuan  dengan
menerapkan  protokol keschatan dalam

penycrahan  bantuannya, misalnya melakukan

jaga jarak dengan sistem antrian yang aman,

penggunaan masker dan hand sanitizer.

2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan
bukti tanda terima atau kwitansi scbagaimana
contoh terlampir.

b. Penyaluran BLT secara non tunai meclalui transfer

Bank ;

1) untuk  pelaksanaannya, penerima bantuan
menyampaikan data terkait nama scsuai tanda
pengenal dan nomor rekening bank yang
bersangkutan  kepada  Kasie/Kaur  sclaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

2) berdasarkan SPP yang tclah diajukan
Kasic/Kaur selaku Pclaksana Kegiatan
Anggaran yang telah diverifikasi Sckretaris
Desa dan telah disetujui Kepala  Desa, Kaur
Keuangan melakukan transfer antar rekening
bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke
rekening penerima bantuan.

3) bukti penyaluran BLT dengan menggunakan
bukti transfer antar rekening.

4) bukti transfer selanjutnya dirckap dan menjadi
bagian tak  terpisahkan dengan daftar
rekapitulasi penyaluran BLT.

c¢. Penyaluran BLT secara non tunai melalui Cashless

1) Melalui metode pembayaran digital dimana
transaksi pembayaran dan/atau transfer dana
dilakukan menggunakan uang  elektronik.
Penggunaan uang elektronik di Indonesia
mengacu pada  Peraturan Bank Indcnesia
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.
Pada peraturan terscbut dituliskan bahwa bahwa
uang elektronik adalah alat pembayaran yang
memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan atas
dasar nilai uang yang disetor tcrlebih dahulu
kepada penerbit; (2) nilai uvang disimpan secara
elcktronik dalam suatu media server atau chip;
dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh
penerbit bukan merupakan simpanan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai perbankan.

2) pencatatan data identitas Pengguna berupa :

a) unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data
identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak
tercatat pada Penerbit; dan

b} registered, yaitu Uang Elektronik yang data
identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat

la Penerbit.

3). Penerapan ...
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3) Pencrapan  cashless ini lcbih i
Pcnggunx} perlu memiliki pcmahnni:ﬁk;asngnctrﬂsg
mengenal  tcknologi.  Karcna  metode cashless
bCfb€§§lS_ pada sistcm elektronik, pengguna perlu
memiliki — pemahaman yang cukup mengenai
teknologi dan pemakaiannya. Sistem cashless
Mmenuntut penggunanya untuk dapat berinteraksi
dan menggunakan perangkat elektronik baik
berupa mesin ATM, mesin EDC, maupun
smartphone. Hal ini dapat menjadi kendala bagi
sebagian orang yang belum terbiasa mengguna
kan teknologi, seperti kaum lansia dan
masyarakat di perdesaan dan daerah tertinggal.
Pengguna diharuskan melek teknologi dan
memberikan edukasi secara merata tidak dapat
dilakukan dalam waktu singkat.

4) Penyaluran BLT secara cashless, Kaur/Kasie
selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerah
kan secara langsung uang elektronik didampingi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Desa dengan jumlah sesuai  peraturan
perundangan kepada penerima bantuan dengan
menerapkan protokol kesehatan dalam
penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan
jaga jarak dengan sistem antrian yang aman,
penggunaan masker dan hand  sanitizer.
Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian
uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur
Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh
Kasie/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah
disetujuiKepala Desa.

5)Bukti penyaluran uang elektronik dengan
mencatat nomor kartu elektronik (di belakang
kartu ada nomor kartu yg jadi identitas penerima
manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan
bukti tanda terima atau kwitansi.

5. Alur pelaksanaan anggaran BLT melalui jenis

Belanja Tak Terduga, sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga
(KK) penerima bantuan yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Kasie/Kaur
pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak
Terduga.

b.Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan
bantuan yang telah diverifikasi Sekretaris Desa

dengan sumber anggaran belanja tak terduga.

c. atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan
dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar
vang diajukan oleh Kasie/Kaur sesuai bidang

gasnya; dan

d. apabila...
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d.apabila disalurkan secara tunai atau melalui
cashiess, Kasic/Kaur sclaku Pelaksana Kegiatan
Anggaran didampingi Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Desa menyerahkan
bantuan kepada pihak penerima bantuan
dengan bukti penerimaan dengan memperhatikan
protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19.

6. Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan
COVID-19 di Desa, Kepala Desa :

a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi
dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di
Desa setiap bulan dan melaporkan kepada
Bupati melalui Camat dengan diketahui BFD,
disertai dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan
kegiatan dan anggaran belanja tak terduga
tersebut  sebagai bagian dalam  Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
c. pempublikasikan pelaksanaan kegiatan.

7.Optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan
aparat Pernerintah Daerah terkait termasuk

Camat, serta  Aparat Pengawasan intern
Pemerintah  (APIP) secara  berjenjang  agar
pelaksanaan penanggulangan COVID-19

rmelalui APBDesa  dilakukan secara  efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.

5. Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) angka yakni angka
(13), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuat
dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam
DPA/DPPA.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas :

a. SPP panjar;
b. SPP definitif; dan
c. SPP pembiayaan

(3) SPP panjar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,
digunakan untuk mengajukan atau pembayaran uang
muka atas pelaksanaan kegiatan.

{4) Kelengkapan dokumen SPP panjar sebagaimana dimaksud
ayat (3), terdini dari:
a. Surat pengantar SPP;
h Rincian SPP; dan
RPD.

(5) RPD...
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penyeftaan mod
(12) Prosedur gap, aiapada BUMDcsa,

i tacara .
Scbagaimana gj Pengajuan Spp '
seperti pen a,dtmaksud Pada ayat (10) pembiayaan

gJuan SPP definitis » Prosesnya sama

ketentuan sebagai berikut :

a. a 3
s perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat
mengeluarkan uang dengan SPP panj i
oleh Kasie/Kaur sesuai bg anjar yang diajukan

b. Kasie/Ka ual bidang tugasnya._

Kepala D I menyusun RAB dan diajukan kepada
pala ‘esa melalui Sekretaris Desa.

C. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB
yang diusulkan,

d. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa
menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran
belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang
dilakukan oleh Sekretaris Desa.

e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak desa
dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja pemerintah
desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam
Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah
pelaksanaan. )

f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja
Tak Terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan
sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Ketentuan Pasal 88 ditambah beberapa kalimat, sehingga
Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 88

Format Kode Rekening, Qanun Desa tentang APB Desa,
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
Panduan evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB
Desa, Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa,
DPA, DPPA, RAKD, Surat Pernyataan Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak, Buku
Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan
Kegiatan dan Anggaran, SPP, RPD, Surat Pengantar ke
Bank, Surat Tugas dan SPPD, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Qanun Desa
tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kwitansi, Laporan
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan
Pertanggung jawaban serta format RAB Sub Bidang
Penanggulangan Bencana, RAB Sub Bidang Mendesak
Desa, Kwitansi/Bukti Penerimaan  BLT, Laporan
Pelaksanaan Belanja Tak Terduga, Laporan Konsolidasi
Belanja Tak Terduga, Laporan Konsolidasi pada Sub Bidang
Keadaan Mendesak Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

|pati,
7. Ketentuan....
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AHMA™LYA

4. ll;delak§anakan Monitoring, Evaluasi dan
emeriksaan terhadap Pemerintah Desa dalam
rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan
\Yabah COVID-19 dalam bentuk pclaksanaan Padat
Karya Tunai, Penguatan Ekonomi Desa dan
pemberian Bamuan Langsung Tunai (BLT).

c. Camat bertugas

L. MCIaksanakan verifikasi program dan kegiatan
dalam APBDesa.

2. Melaksanakan monitoring dan cvaluasi pelaksanaan
APBDecsa.

3. Memfasilitasi  pcnyelesaian  masalah  dalam
pelaksanaan APBDesa.

4. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja
pendamping lokal desa dan pendamping desa.

S. Melaksanakan monitering dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penanggulangan wabah COVID-19 dalam
bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, Penguatan
Ekonomi Desa dan pemberian Bantuan Langsung
Tunai (BLT).

f. Urusan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait

1. Melaksanakan pembinaan kegiatan pelaksanaan
APBDesa sesuai dengan bidang dan fungsinya.

2. Mensinergikan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten dengan program dan kegiatan di desa
sesuai dengan perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten terkait.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 November 2020 M
11 R.Akhir 1442 H

E, A

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 November 2020M

11 R. Akhir 1442 H

‘RETARIS DAERAH

WSIM}W

BERITA DAERAH K" 7UPA® ‘N “IMEULUE TAHUN 2020
NOMOR 45
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